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RINGKASAN 

Kewenangan pemungutan pajak terhadap reklame yang ada wilayah Kota Surabaya 

baik yang memiliki izin penyelenggara reklame maupun yang belum memiliki izin 

ada pada Pemerintah Kota Surabaya, hal tersebut dikarenakan sifat pajak itu sendiri 

yang memaksa, sehingga selama ada reklame yang telah memenuhi syarat sebagai 

objek pajak reklame, maka Pemerintah Kota Surabaya akan memungut pajak 

terhadap reklame tersebut. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga telah 

memenuhi unsur keabsahan dalam memungut pajak reklame serta secara substansi 

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Asas-Asas 

Umum Pemerintahan yang Baik serta Asas-Asas Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

Penyelenggara reklame sudah sepatutnya untuk mengurus proses perizinan 

penyelenggaraan reklame, karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi 

penyelenggara reklame sekaligus bentuk perlindungan hukum yang paling utama 

bagi penyelenggara reklame itu sendiri. Adapun jika merasa tidak puas dengan 

Pemerintah Kota Surabaya dalam proses pelayanan perizinan tersebut maka dapat 

mengajukan pengaduan, keberatan maupun banding dengan mendasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan 

Walikota Surabaya Nomor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non 

Perizinan di Kota Surabaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan 

Non Perizinan di Kota Surabaya dan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan. 
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ABSTRAK 

Keterkaitan antara perizinan penyelenggaraan reklame dan pemungutan 

pajak reklame di Kota Surabaya selalu menimbulkan permasalahan. Beberapa 

permasalahan tersebut antara lain terdapat beberapa penyelenggaraan reklame yang 

telah dipungut pajak reklame akan tetapi proses perizinannya masih terkendala atau 

bahkan ditolak oleh Pemerintah Kota Surabaya karena tidak memenuhi syarat dan 

ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. sehingga yang menjadi perdebatan adalah 

sampai batas mana kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan 

pemungutan pajak reklame terutama jika dilihat dari sisi keabsahan hukumnya serta 

sampai batas mana tugas Pemerintah Kota Surabaya untuk melindungi warga 

masyarakatnya, khususnya para penyelenggara reklame. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan 

pemungutan pajak terhadap reklame yang ada wilayah Kota Surabaya baik yang 

memiliki izin penyelenggara reklame maupun yang belum memiliki izin ada pada 

Pemerintah Kota Surabaya, hal tersebut dikarenakan sifat pajak itu sendiri yang 

memaksa, sehingga selama ada reklame yang telah memenuhi syarat sebagai objek 

pajak reklame, maka Pemerintah Kota Surabaya akan memungut pajak terhadap 

reklame tersebut. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga telah memenuhi unsur 

keabsahan dalam memungut pajak reklame serta secara substansi telah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik serta Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. Serta Penyelenggara reklame wajib mengurus proses perizinan sebagai 

bentuk perlindungan hukum yang paling utama bagi penyelenggara reklame itu 

sendiri. 

Kata Kunci: reklame; pajak reklame; perizinan reklame; perlindungan hukum. 
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